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Dorong Keterbukaan
Pembahasan RUU TPKS

JAKARTA., KOMPAS — Kalangan
organisasi masyvarakat sipril
mengapresiasi pemerintah
yvang bergerak cepat menyusun
daftar inventarisasi masalah da-
ri Rancangan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Sek-
sual dan menverahkan kepada
Dewan Perwakilan Rakwvat pe-
kan lalu Namun, mereka me-
nvavangkan sikap tim pemerin-
tah y»ang tidak kunjung mermmn-
buka isi daftar inventarisasi ma-
salah tersebut ke publik.

Dleh karena itu. Jaringan
Pembela Hak Perempuan Kor-
ban Kekerasan Seksual. dalam
keterangan pers. di Jakarta Ka-
mis (17°2,/2022), meminta ke-
pada DPR dan pemerintah_ agar
Ppembahasan Rancangan  LLOn-
dang-Undang Timnmdalk Pidana
Kekerasan Schesual (RUU
TPKS) di DPR nanti ferbuka.
Mereka berharap masyarakat
=ipil bisa mengakses daftar in-
ventarisasi masalabh (DIMNY adas
RULU TPES untuk memastikan
masukan terakomodasi.

“Hami mendapat informnmasi
bahwa masukan masvarakat si-
pil 92 persen diakomodasi pe-
merintah. Savangnyva sampad
terdengar kabar DIM pemerin-
tah pada 11 Februari 2022 telah

diserahkan kepada DPR. kami
belum mendapat sambaran
DIM-nva seperti apa. bagian
mana masukan sipil yang di-
akomodasi.” kata Ninik Rahayu.
HKoordinator Auddvolas RLTLT
TPKS Maju Perempuan Indo-
nesia (MWMPID.

Ninik bersama Bivitri Susan-
ti (pakar hukum Sekolah Tingsi
Hukum Jentera), Lusia Palu-
Iungan (pendamping perempu-
an korban kekerasaan), dan Rat-
na Batara Munti (keordinator
Advokasi Kebijakan Nasional
Asosiasi LBH APIK Indonesia)
menegaskan telah menghadin
sejurmlaly konsultasi publilk
wvang digelar pemerintabh. Pi-
haknva berulang kali menyu-
arakan kebutuhan masyvarakat
sipil melihat DIM yvang disusun
pemerintah.

"Kebutuhan kami bukan se-
kadar disahkannwya ULT ini, me—

lainkan apakah substansinwva
sudah men comodasi  kebu-
tuhan masvarakat., terutama

korban svang paling banyvak di-
alarmi porempuan damn
anak-anak.” kata Ninik.

Bivitri menambahkan, mo-
meenturmn Prembahasan RLLY
TPES haras dikawal semua pi-
hak agar RUU TFPKS tidak bu-
mia-buru selesai tetapi tidak bisa
diimplementasikan. “Tujuan
akhirmya punya UL TPRS yang
mencapai tujuan. UUntuk me-
nangani semua kasus kekerasan
seksual. berfokus pada korban.
pemulihan dan hukum acara
agar berjalan baik.” ujarnya.

Partisipasi bermakna

Oleh karena it dalam proses
pembahasaniyywa sangat penting
DPR dan pemerintah membuka
rmuang partisipasi selebar-lebar-
nyva agar masukan publik dide-
ngar dan dipertimbangkan. Se-
lain ita. UL TPKS juga haras
mengakormeddasi kebutuhan
warga, terutama perermnpliEn.
anak dan disabilitas korban ke -
kerasan seksual.

"Dalam pembahasan. kami
mendorong DPR dan pemerin-

tah berpegang pada prinsip par-
tisipasi bermakna, saitu meli-
batkan masyarakat terdampak
dan yang punya perhatian. bu-
kan hanya ahli. Ini bukan hanwva
keahlian, melainkan harus ada
Pengs: nan.” tegas Bivitri

Jadi, soal DIM. pemerintahb
dan DFPFR akan mendapatkan
banyak masukan jika materinva
bisa dibaca bersama-sama de-
ngan masvarakat sipil.

Deputi Perlindungan Hak Pe-
rempuan Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak Ratma Susia-
nawati dalam kesempatan ter-—
pisah memastikan pemerintah
siap membahas RUD it de-
ngan DPR.

“Fami siap membahas, ting-
gal nungou urndangan dari DPR.™
ujarnya. (SOMN)
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